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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan: 

1. Penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika 

Kuta Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan metode contentious 

dan non-contentious. Penyelesaian sengketa tanah melalui sengketa hukum 

dengan putusan berupa pencabutan sertifikat hak atas tanah yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa 

wilayah kini diselesaikan melalui jalur non-peradilan, pemerintah melalui 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT. ITDC (Indonesian Tourism 

Development Corporation) memberikan kepada penerima manfaat sebesar 

Rs 4,5 juta per acre.  

2. Hambatan dalam upaya penyelesaian tanah antar masyarakat di Kawasan 

Ekonomi Khusus Mandalika, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah 

adalah: legalitas harta tidak jelas, watak dan pemahaman pengetahuan 

masyarakat kurang, partisipasi masyarakat Organisasi pemerintah 

mengaburkan suasana. 
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5.2 Saran  

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Penduduk 

masyarakat Kuta Mandalika khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika 

Kabupaten Lombok Tengah perlu sosialisasi yang lebih berkelanjutan dan adil 

tentang pentingnya hak autentik bagi seluruh pemegang hak.  
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